
 
 

 
 
 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 

NOMOR 3 TAHUN 2025 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2025 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat 
(3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan menjadi Undang-Undang, dan ketentuan dalam 
Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 
 

Mengingat : 
 

 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 
 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  4286) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (Covid-19), dan/atau Dalam Rangka 
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

SALINAN 
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Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  6516); 

 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19), dan/atau Dalam Rangka 
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  6516); 

 
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 
 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor  4421); 
 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia                 
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 6856); 

 
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 6856); 

 
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
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Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 6757); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 
 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5155); 
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006             

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6523); 
 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran negara 

Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 
 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6057) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 
6847); 

 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang 

Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 

 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 

 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6323); 
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang 
Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385); 
 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019               
Nomor 1447); 

 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020                  
Nomor 1781); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 431); 

 
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648); 

 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara               
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Utara  Tahun 2022 Nomor 7); 

 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 
12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan 
atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 5); 

 
30. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 

6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 
Nomor 6); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 

dan 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA 

 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai 
Utara. 

4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 

7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah dan selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen 
perencanaan daerah untuk priode 1 (satu) tahun. 

8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 
adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan 
kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan 

dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat 
daerah.  

9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.  

10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.  

11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui 
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 

berkenaan. 

13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 
berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 
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BAB II 

PERUBAHAN APBD 

Pasal 2 

 

(1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Perubahan APBD Tahun            

Anggaran 2025. 

 

(2) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada                
ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 3 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula 

sebesar Rp 1.687.020.362.587,00  bertambah sebesar  Rp 244.922.771.663,92 
sehingga menjadi  Rp 1.931.943.134.250,92, dengan rincian sebagai berikut:  

1.  Pendapatan Daerah  

a. semula sebesar  Rp  1.448.179.584.653,00   

b. bertambah sebesar  Rp  46.973.663.768,00     

sehingga menjadi  Rp  1.495.153.248.421,00  

2.  Belanja Daerah  

 a.  semula   Rp 1.687.020.362.587,00 

 b.  bertambah Rp 244.922.771.663,92  

Jumlah belanja daerah  
setelah perubahan  Rp 1.931.943.134.250,92  

3.  Pembiayaan Daerah  

a.  Penerimaan pembiayaan  

1) semula       Rp 238.840.777.934,00 

2) bertambah    Rp 197.949.107.895,92  

Jumlah penerimaan pembiayaan  
setelah perubahan  Rp 436.789.885.829,92 

b.  Pengeluaran pembiayaan  

1) semula   Rp 0,00 

2) bertambah Rp 0,00  

Jumlah pengeluaran pembiayaan  

setelah perubahan  Rp 0,00  

Jumlah pembiayaan Neto setelah perubahan  Rp 436.789.885.829,92 

Sisa lebih pembiayaan anggaran  
setelah perubahan   Rp 0,00 

Pasal 4  

 

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 
bersumber dari:  

a.  Pendapatan asli daerah  

1) semula    Rp 184.427.191.653,00 

2) berkurang Rp (29.760.000.001,00)  

Jumlah pendapatan asli daerah  

setelah perubahan   Rp 154.667.191.652,00  

b.  Pendapatan transfer  

1) semula    Rp 1.263.752.393.000,00   

2) bertambah  Rp 76.733.663.769,00  
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Jumlah pendapatan transfer  
setelah perubahan   Rp 1.340.486.056.769,00 

 

Pasal 5 

 

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, 
bersumber dari:  

a.  Pajak daerah;  

1) semula   Rp 42.391.152.822,00 

2) bertambah  Rp 0,00  

Jumlah pajak daerah setelah perubahan   Rp 42.391.152.822,00  

b.  Retribusi daerah;  

1) semula   Rp 7.513.211.682,00 

2) bertambah Rp 5.113.287.625,00  

Jumlah retribusi daerah  

setelah perubahan   Rp 12.626.799.307,00  

c.  Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan;  

1) semula   Rp 12.000.000.000,00   

2) bertambah Rp 0,00  

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan  daerah  
setelah perubahan    Rp 12.000.000.000,00  

d.  Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;  

1) semula   Rp 122.522.827.149,00. 

2) berkurang Rp  (34.873.587.626,00)  

Jumlah lain-lain pendapatan asli  daerah 

yang sah setelah perubahan  Rp 87.649.239.523,00  

 

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, 
bersumber dari:  

a.  Transfer pemerintah pusat  

1) semula   Rp 1.152.517.393.000,00 

2) bertambah Rp  112.120.894.710,00  

Jumlah transfer pemerintah pusat   
setelah perubahan   Rp 1.264.638.287.710,00  

b. Transfer antar daerah  

1) semula   Rp 111.235.000.000,00  

2) berkurang  Rp (35.387.230.941,00)  

Jumlah transfer antar daerah  

setelah perubahan  Rp 75.847.769.059,00  

 

Pasal 6 

 

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:  

a.  Belanja operasi;  

1) semula    Rp 1.147.821.641.046,00 

2) bertambah   Rp 119.133.690.253,92  

 Jumlah belanja operasi 
 setelah perubahan   Rp 1.266.955.331.299,92 

b.  Belanja modal;  

1) semula     Rp 276.816.190.541,00 

2) bertambah Rp 115.482.464.618,00  

Jumlah belanja modal setelah perubahan  Rp 392.298.655.159,00   
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c.  Belanja tidak terduga; 

1) Semula    Rp 10.000.000.000,00 

2) Berkurang Rp (756.512.000,00)   

Jumlah Belanja tidak terduga  
setelah perubahan   Rp 9.243.488.000,00  

d.  Belanja transfer;  

1) semula    Rp 252.382.531.000,00 

2) bertambah   Rp 11.063.128.792,00  

Jumlah belanja transfer setelah perubahan  Rp 263.445.659.792,00 

 

Pasal 7 

 

(1)  Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:  

a.  Belanja pegawai  

1) semula   Rp 682.009.310.658,00 

2) bertambah Rp 8.180.463.418,99  

Jumlah belanja transfer  
setelah perubahan   Rp 690.189.774.076,99   

b.  Belanja barang dan jasa   

1) semula   Rp 431.551.365.866,00 

2) bertambah Rp 95.823.231.544,93  

Jumlah belanja barang dan jasa  

setelah perubahan  Rp 527.374.597.410,93 

c.  Belanja hibah  

1) semula   Rp 26.049.664.522,00 

2) bertambah Rp 13.399.495.290,00  

Jumlah belanja hibah setelah perubahan  Rp 39.449.159.812,00  

d.  Belanja bantuan sosial  

1) semula   Rp 8.211.300.000,00 

2) bertambah Rp 1.730.500.000,00  

Jumlah belanja bantuan sosial  
setelah perubahan  Rp 9.941.800.000,00  

 

(2)  Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas: 

a.  Belanja modal peralatan dan mesin  

1) semula   Rp 18.277.026.003,00  

2) bertambah Rp 95.096.917.440,00 

Jumlah belanja modal peralatan  
setelah perubahan  Rp 113.373.943.443,00   

b.  Belanja modal bangunan dan gedung  

1) semula   Rp 173.507.032.428,00 

2) berkurang Rp (65.897.594.475,00)  

Jumlah belanja modal bangunan  dan  

gedung setelah perubahan   Rp  107.609.437.953,00  

c.  Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi  

1) semula   Rp 84.816.632.110,00 

2) bertambah Rp 84.333.396.273,00  

Jumlah belanja modal jalan, irigasi,   
dan jaringan setelah perubahan   Rp 169.150.028.383,00   
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d.  Belanja modal aset tetap lainnya  

1) semula   Rp 45.500.000,00 

2) bertambah Rp 1.919.745.380,00 

Jumlah belanja asset tetap lainnya   
setelah perubahan   Rp 1.965.245.380,00 

e.  Belanja modal aset lainnya  

1) semula   Rp 170.000.000,00 

2) bertambah Rp 30.000.000,00 

Jumlah belanja asset lainnya   
setelah perubahan   Rp 200.000.000,00   

 

(3)  Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri 
atas belanja tidak terduga, yaitu:  

a. semula    Rp 10.000.000.000,00 

b. berkurang Rp (756.512.000,00)  

Jumlah belanja tidak terduga  

setelah perubahan    Rp 9.243.488.000,00   

(4)  Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:  

a.  Belanja bagi hasil  

1) semula   Rp 5.273.000.000,00 

2) bertambah  Rp 0,00 

Jumlah belanja bagi hasil  
setelah perubahan   Rp 5.273.000.000,00  

b.  Belanja bantuan keuangan.  

1) semula   Rp    247.109.531.000,00 

2) bertambah  Rp 11.063.128.792,00 

Jumlah belanja bantuan keuangan   

setelah perubahan   Rp 258.172.659.792,00 

 

Pasal 8 

 

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri 

atas:  

a.  Penerimaan pembiayaan  

1) semula    Rp 238.840.777.934,00 

2) bertambah   Rp 197.949.107.895,92 

Jumlah penerimaan pembiayaan  

setelah perubahan  Rp 436.789.885.829,92   

b.  Pengeluaran pembiayaan 

1) semula    Rp 0,00  

2) bertambah  Rp 0,00
  Jumlah pengeluaran pembiayaan  
setelah perubahan  Rp 0,00 

 

Pasal 9 

 

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, 
diperoleh dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya  

1)  semula   Rp 238.840.777.934,00 

2)  bertambah Rp 197.949.107.895,92  

Jumlah sisa lebih perhitungan  

anggaran tahun sebelumnya  
setelah perubahan  Rp  436.789.885.829,92   
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Pasal 10 

 

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan 

Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum 
tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan 
dalam Peraturan Daerah ini, dengan melakukan perubahan atas penjabaran 

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. 

 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:  

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian 
luar biasa;  

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau  

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan 
pelayanan publik.  

 

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang 
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;  

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;  

c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan 
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan 

perundang-undangan; dan/atau  

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau 

masyarakat. 

 

Pasal 11 

 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian  tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:  

1. Lampiran I  Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut 
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;  

2. Lampiran II    Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;  

3. Lampiran III   Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan  

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;  

4. Lampiran IV  Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan  

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan 
Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;  

5. Lampiran V  Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan 

dan Keterpaduan Urusan Pemerintah  Daerah dan Fungsi 
Dalam Kerangka Pengelolaan  Keuangan Negara;   

6. Lampiran VI  Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan  SPM;  

7. Lampiran VII  Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan 
Perubahan APBD;  
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8. Lampiran VIII  Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  pada 
Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan  Rancangan 
Perubahan APBD;  

9. Lampiran IX  Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan  dan Per 

Jabatan;  

10. Lampiran X  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah  
ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan  

11. Lampiran XI  Daftar Pinjaman Daerah. 

BAB III 

PENJABARAN PERUBAHAN APBD 

Pasal 12 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 

2025 diatur dengan Peraturan Bupati. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Utara. 

 

Ditetapkan  di Amuntai 

pada tanggal 08 Agustus 2025 

 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 

 

               Cap/ttd 

  

 SAHRUJANI 

Diundangkan di Amuntai 
pada tanggal 08 Agustus 2025 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
        HULU SUNGAI UTARA, 
  

                 Cap/ttd 
 

             ADI LESMANA 
    

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  

TAHUN 2025 NOMOR 3. 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (3-53/2025). 

 


